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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertambangan mineral sebagai salah satu potensi sumber daya alam
merupakan kekayaan alam yang tidak terbarukan yang ditambang untuk
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pertambangan mineral adalah
pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi,
minyak dan gas bumi, serta air tanah. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam
rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (UU No. 3, 2020). Kegiatan
usaha pertambangan digolongkan ke dalam komponen lingkungan buatan karena
pengusahaannya merupakan rekayasa manusia untuk memanfaatkan sumber daya
yang ada (Juniah, 2013).

Pertambangan mineral, khususnya pertambangan timah di pulau Bangka dan
Belitung yang telah diusahakan sejak abad ke 17 ini menjadi kegiatan usaha
pertambangan yang diusahakan oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat
untuk dimanfaatkan. Kegiatan usaha pertambangan ini menimbulkan perubahan
pada lingkungan di sekitarnya. Perubahan di lingkungan pertambangan ini dapat
berupa perubahan fisik lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan perubahan
lainnya. Perubahan ini juga dapat berupa perubahan yang berdampak positif dan
perubahan negatif, namun keselarasan dalam pemanfaatan dan pengelolaan
pertambangan ini perlu diperhatikan agar tetap lestari.

Kegiatan usaha pertambangan membentuk lingkungan di dalam wilayah
pertambangan dan di luar wilayah pertambangan. Lingkungan pertambangan
didefenisikan sebagai lingkungan industri pertambangan dan lingkungan di luar
pertambangan, seperti tempat pemukiman pekerja dan keluarganya maupun
masyarakat sekitarnya (Juniah, 2013). Keselarasan antara kegiatan pertambangan
sebagai lingkungan buatan dengan komponen lingkungan hidup lainnya yaitu
wilayah pertambangan darat dan laut dimana terdapat sumber daya alam tambang

berupa komoditas mineral sebagai lingkungan alam dan pengelolaan pertambangan
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sebagai lingkungan ekonomi dan sosial yang selalu harus terjaga (PT. Timah,
2018b; Juniah, 2013).

Lingkungan pertambangan yang terdiri dari lingkungan buatan, lingkungan
fisik, dan lingkungan sosial perlu dikelola agar selalu terjaga keseimbangannya
sehingga tetap memberi manfaat bagi perlindungan dan pelestarian lingkungan
serta kesejahteraan masyarakat. Konsep perlindungan dan pelestarian lingkungan
pertambangan salah satunya tertuang dalam konsep pembangunan berkelanjutan
yang diterapkan dalam bidang pertambangan. Konsep ini diterapkan agar kegiatan
usaha pertambangan tetap dapat memberi manfaat dan secara bersamaan perubahan
lingkungan dapat dikendalikan.

Pembangunan berkelanjutan (PB) bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia (Agus
et al., 2017; Anglo American, 2017; Asia-Pacific Economic Cooperation, 2011,
Australian Govement, 2011; Bastida, 2003). Pembangunan yang berkelanjutan
ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa Kini
maupun masa mendatang (Botin, 2009, 2010; PT. Timah, 2018b). Penerapan
pembangunan berkelanjutan di bidang pertambangan di Indonesia adalah
penerapan kebijakan pertambangan berkelanjutan oleh pemerintah pusat dan
daerah, dengan meningkatkan mekanisme bidang pertambangan melalui kebijakan
pemerintahan untuk dapat memaksimalkan keuntungan dalam sektor sosial,
ekonomi dan pembangunan lingkungan (Agus et al., 2017). Pihak-pihak yang
terlibat dalam pertambangan harus meningkatkan peran dan fungsi mereka dalam
menerapkan kebijakan pertambangan berkelanjutan (Calub, 2015; Devi and
Prayogo, 2013; PT. Timah Tbk, 2015).

Konsep pembangunan berkelanjutan yang diterapkan di bidang
pertambangan membutuhkan komitmen pemerintah dari tingkat daerah hingga
pusat. Komitmen ini diatur dalam kebijakan pengelolaan dan perlindungan
lingkungan pertambangan yang tertuang dalam UU, sehingga posisi dan peran
masing-masing berfungsi sesuai dengan kewenangannya. Tujuan dan sasaran
utama pengelolaan lingkungan dalam UU adalah pengelolaan secara terpadu dalam
pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup (UU No. 3, 2020).

Sumber daya alam yang dimanfaatkan seharusnya tidak melampaui batas daya
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dukung lingkungan (carrying capacity), artinya manfaat dari sumber daya atau jasa
ekosistem tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup karena sumber
daya tersebut sangat terbatas, dengan begitu pemanfatannya harus dikelola agar
sumber daya alam dapat lestari sesuai dengan kemampuan sumber daya alam untuk
mendukung kehidupan makhluk di dalam ekosistem secara berkelanjutan (Corbit,
2018; Pfafflin and Ziegler, 2006).

Pertambangan timah sebagai sumber daya alam yang terbatas sesuai carrying
capacity-nya menjadikan komoditas timah menjadi sumber daya alam yang tidak
dapat diperbaharui, pemanfaatannya memiliki keterbatasan waktu sehingga harus
dikelo dengan baik dan benar. Jika pemanfaatannya tidak menerapkan konsep
pembangunan keberlanjutan secara ekologi, ekonomi, dan sosial dan pertambangan
yang baik dan benar untuk melindungi serta mencegah terjadinya gangguan
terhadap lingkungan tidak diterapkan, maka yang terjadi adalah eksploitasi yang
berlebihan. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam akan
memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Eksploitasi sumber daya alam yang terjadi, dimana semakin meningkatnya
tekanan terhadap hutan dan sumber daya alam seperti lahan merupakan dampak dari semakin
meningkatnya kebutuhan manusia akan makanan, perumahan, dan pakaian (Wildayana and
Armanto, 2018). Setiap tahunnya 5.400 ha lahan pertanian dirubah menjadi daerah
penambangan di Pulau Bangka Belitung. Sebanyak 320.760 ha dalam 5 tahun (sejak
tahun 2009 sampai tahun 2014), lahan telah digunakan untuk penambangan oleh
perusahaan swasta dan penduduk Bangka Belitung untuk menyediakan suplai timah
pasar global (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2014).

Pemenuhan kebutuhan manusia menjadi alasan utama untuk melakukan
eksploitas terhadap pertambangan timah. Industri-industri pengolahan timah yang
terus menerus tumbuh membutuhkan pasokan timah yang tidak sedikit dari tahun
ke tahun. Pertumbuhan industri pertambangan ini sejalan dengan kerusakan yang
ditimbulkannya, lahan-lahan kritis semakin meluas, sungai dan lautan semakin
tercemar, hutan-hutan menjadi gundul, dan lahan perkebunan serta pertanian
semakin berkurang, dan sebagainya.

Penyebab utama lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah

akibat alih fungsi lahan, aktivitas pertambangan, dan penebangan liar (PT. Timah

3

UNIVERSITAS SRIWIAYA



Tbk, 2018b). Penambangan timah yang semakin tidak terkendali mengakibatkan
kerusakan lingkungan semakin luas, kekacauan tata ruang daerah, perubahan
bentang alam, kolong-kolong air bekas tambang, degradasi kualitas tanah, dan
lingkungan yang semakin parah sehingga daratan Bangka dalam keadaan semakin
rusak berat. Degradasi hutan terjadi karena kondisi hutan yang memprihatinkan
dimana 60% hutan seluas 394.506 ha dalam kondisi kritis dan sangat Kritis;
sedangkan dari total luas hutan lindung 156.730 ha terdapat 44 aktivitas perusahaan
tambang timah dengan luas 52.324 ha sehingga 70% nya seluas 109.711 ha
(Arumingtyas, 2018). Luasnya lahan kritis akibat tambang timah tersebut
merupakan salah satu pemicu musibah banjir yang terjadi setiap tahunnya
(Ferdiansyah, 2017). Luas lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2013 tercatat seluas 1.628.185 ha, terbanyak terdapat di Bangka Selatan
(356.968 ha) dan Kabupaten Bangka (294.763 ha).

Permukaan tanah Bangka dipenuhi lobang-lobang dan daratan yang rusak.
Hampir semua daratan dipisahkan oleh lobang-lobang di wilayah pulau Bangka.
Pertambangan ilegal adalah penyebab utama kerusakan lahan. Penanganan atas
pengelolaan wilayah yang tidak efektif yang masih menjadi tanggung jawab
perusahaan pertambangan timah (Harahap, 2016; Rosyida et al.,, 2018).
Pengelolaan atas lingkungan pertambangan timah yang telah rusak dapat
diupayakan melalui kegiatan reklamasi dan pascatambang dengan menerapkan
prinsip-prinsip pertambangan yang keberlanjutan. Reklamasi lahan bekas tambang
merupakan salah satu tantangan untuk mewujudkan manajemen berkelanjutan di
sektor pertambangan termasuk pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung.
Di sisi lain, upaya reklamasi lahan bekas tambang ini dihadapkan pada
permasalahan pembagian kewenangan pengelolaan pertambangan timah.

Permasalahan yang timbul khususnya terkait pengelolaan pertambangan
timah adalah pembagian peran dan tanggungjawab yang belum jelas pada
pemerintah lokal, perusahaan pertambangan, penambang rakyat, dan smelter.
Monopoli daerah pertambangan timah terjadi diantara stakeholder yang kuat,
konflik terjadi antara pemerintah pusat dan daerah, konflik pemerintah provinsi dan
kabupaten, konflik perusahaan tambang pemerintah dan swasta untuk memonopoli

pertambangan (Erman, 2008; Irawan et al., 2014). Pembagian peran dan tanggung
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jawab yang tidak jelas ini menyangkut kewenangan pengelolaan pertambangan
timah membuat upaya reklamasi dan pascatambang semakin sulit untuk
dilaksanakan.

Perubahan kondisi pertambangan secara keseluruhan sejak diterbitkannya
UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 menyebabkan
terjadinya perubahan kewenangan. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu
bara yang masih terkendala penyelenggarannya terkait kewenangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai belum efektif dan belum memberi
nilai tambah yang optimal, sehingga kewenangan dikembalikan ke pemerintah
pusat. Pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan memiliki kewenangan
penuh, sementara pemerintah daerah tidak lagi memliki kewenangan.

Menurut Bisman (Huzaini, 2020) masih ada sedikit kewenangan daerah
dalam hal ini pemerintah provinsi yaitu mengatur penetapan WP, menentukan luas
dan batas WIUP, dan penerbitan izin lain yang diperlukan. Namun sayangnya,
kewenangan yang sangat terbatas ini menjadi permasalahan yang berdampak besar
karena daerah kehilangan kemampuan untuk mengatur dan mengelola sumber daya
pertambangan yang ada di daerahnya. Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang-
Jatam (Syahni, 2020) menyebutkan bahwa revisi UU ini berisi kepentingan
perluasan investasi dan pengusahaan tambang karena salah satunya tidak melihat
aspek kawasan yang tidak membatasi perluasan atrau ekspansi pertambangan di
kawasan produksi pangan dan infrastruktur ekologi penting seperti pulau-pulau
kecil dan pesisir dan terkesan mempermudah perizinan.

Kabupaten Bangka Barat sebagai bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung juga mengalami persoalan yang sama sebagai konsekuensi
perubahan kewenangan atas pengelolaan pertambangan timah. Kabupaten Bangka
Barat khususnya Kecamatan Jebus merupakan salah satu daerah yang memiliki
kandungan timah terbanyak yang ditemukan sejak awal abad ke-17 (Badan Pusat
Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2019; Sujitno, 2007). Sejak awal kontestasi
kekuasaan atas kontrol dan pengelolaan pertambangan telah terjadi di daerah ini
sebagai daerah perwakilan kekuasaan Kesultanan Palembang dan penjajah saat itu
(Gusnelly, 2016; Heidhues, 2008). Saat Bangka Belitung berpisah dari Sumatera

Selatan pada tahun 2000 dan menjadi provinsi baru ke-30 membuat pemerintah
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kabupaten/kota terdorong untuk memasukkan pertambangan timah menjadi sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan
kebijakan nasional. Peraturan-peraturan menjadi kabur sebagai dampak dari
perubahan-perubahan yang menyertai peralihan sistem pemerintahan dan semakin
diperparah oleh hilangnya kewenangan daerah dengan diterbitkannya UU No. 3
Tahun 2020 tentang Minerba.

Oleh karena itu, perubahan atas kewenangan pengelolaan pertambangan
timah menjadi satu tantangan untuk mewujudkan pengelolaan pertambangan timah
yang berkelanjutan di Provinsi Bangka Belitung. Sementara itu di sisi lain, upaya
untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang semakin masif terjadi dengan
melakukan reklamasi pascatambang harus segera dilakukan. Oleh karena itu
diperlukan upaya membangun skenario kebijakan pengelolaan lingkungan
pascatambang timah berkelanjutan khususnya di Kecamatan Jebus, Kabupaten

Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Pengelolaan lingkungan pascatambang merupakan upaya terpadu untuk tetap
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah semakin meluasnya kerusakan
di sekitar wilayah pertambangan setelah kegiatan pertambangan dihentikan atau
selesai (UU No. 3, 2020; PP No. 78, 2010). Upaya pengelolaan dilakukan dengan
perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan (Asif and Chen, 2016;
National Environment Commisssion, 2011; Omotehinse and Ako, 2019; UU No. 3,
2020). Pengelolaan lingkungan pertambangan meliputi seluruh siklus kegiatan
pertambangan mulai fase eksplorasi sampai fase reklamasi dengan memperhatikan
perubahan yang terjadi pada lingkungan fisik, sosial, ekonomi, kebijakan, dan
teknologi (Owenn and Kemp, 2013; Lapcik et al., 2015; PT. Timah Thk, 2015; Que
et al., 2018). Perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kegiatan pertambangan
harus dicari solusinya, agar pemanfaatan sumber daya dapat dinikmati secara adil
dan merata, serta melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang
(Mulyana and Djajadiningrat, 2013; Prasodjo, 2015; Sinaga, 2010; UU No. 3, 2020;
Usman et al., 2017). Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup

dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan merupakan upaya simultan untuk
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membangun tujuan lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola yang melibatkan

seluruh pihak-pihak yang berkepentingan agar berkontribusi pada pengelolaan

lingkungan pascatambang yang berkelanjutan (De Brucker et al., 2013; Putuhena,

2013; Segura-Salazar and Tavares, 2018).

Terkait skenario kebijakan pengelolaan lingkungan sumber daya alam
menunjukkan bahwa dibutuhkan upaya untuk mengendalikan penurunan kualitas
lingkungan sebagai dampak pemanfaatan sumber daya alam dengan
memperhatikan atribut lingkungan (Rust et al., 2016; Juniah, 2018; Tuokuu et al.,
2019a; 2019b), ekonomi, dan sosial (Vanclay, 2003; 2019; Williams, 2019), serta
tata kelola dengan menerapkan kebijakan sesuai skenario kebijakan prioritas yang
tepat (Famiyeh, 2017; Irawan, 2014; Que et al., 2018; Setiawan and Muhammad,
2018; Siahaan, 2012; Suryaningtyas et al., 2019; Usman et al., 2017;(World
Commission on Environment and Development (WCED), 2008) Virgone et al.,
2018; Vivoda, et al., 2019). Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, perlu dilakukan
kajian terkait pengelolaan sumber daya alam, khususnya pengelolaan lingkungan
pascatambang dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena
itu, untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan perlu dikaji;

1. Bagaimana status keberlanjutan kegiatan pertambangan timah di Kecamatan
Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

2. Bagaimana peran pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam
pengelolaan pertambangan timah di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

3. Bagaimana menghasilkan skenario kebijakan pengelolaan lingkungan
pascatambang timah berkelanjutan di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka

Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

1.3. Tujuan Penelitian
1.3.1. Tujuan Umum

Merumuskan skenario kebijakan pengelolaan lingkungan pascatambang
timah berkelanjutan di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
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1.3.2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus penelitian ini adalah :

1. Menilai indeks status keberlanjutan kegiatan pertambangan timah di Kecamatan
Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Menganalisis peran pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat dalam
pengelolaan lingkungan pertambangan timah di Kecamatan Jebus, Kabupaten
Bangka Barat,Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Menghasilkan  rumusan skenario kebijakan pengelolaan lingkungan
pascatambang timah berkelanjutan di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka

Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. Manfaat Penelitian
1.4.1. Perkembangan Illmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada
pengembangan ilmu lingkungan, khususnya bidang sosiologi lingkungan dan
pengelolaan lingkungan di wilayah pertambangan timah dengan melakukan kajian
pengelolaan lingkungan pascatambang timah berkelanjutan.

1.4.2. Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Timah

Pengelolaan lingkungan pascatambang timah dapat dijadikan acuan sebagai
dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan
pertambangan untuk menjadikan lingkungan pertambangan timah berkelanjutan
secara lingkungan, ekonomi, dan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam
pengelolaan kegiatan pertambangan timah untuk menjadikan pascatambang timah
lebih berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5. Kerangka Pikir Penelitian

Sektor pertambangan memiliki pengaruh kuat dan langsung terhadap
lingkungan, ekonomi, dan sosial di sekitarnya. Perusahaan pertambangan yang
beroperasi secara langsung bersentuhan dengan masyarakat di sekitar, dapat

mengubah alam tempat mereka bekerja dan memiliki potensi untuk membuat
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lingkungan semakin tidak seimbang. Upaya mengurangi potensi dampak kegiatan
pertambangan harus dilakukan dan direncanakan agar fungsi lingkungan tetap
lestari dan berkelanjutan dengan mengelola lingkungan di wilayah pertambangan
timah tersebut setelah kegiatan pertambangan dihentikan atau selesai atau disebut
dengan pengelolaan lingkungan pascatambang.

Pengelolaan lingkungan pascatambang ini harus diterapkan dengan
melibatkan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam
pertambangan timah dengan komitmen yang kuat, apalagi ketika kewenangan
pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi untuk mengelola pertambangan
timah di wilayahnya telah ditarik ke pemerintah pusat sebagai konsekuensi dari
perubahan UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009
tentang Minerba . Hal ini menyebabkan kondisi Kkritis akibat kerusakan lingkungan
di pulau Bangka semakin diperparah oleh tidak jelasnya peran-peran pemerintah di
daerah yang seharusnya turut mengelola dan melindungi kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, upaya pengelolaan lingkungan pascatambang timah yang
berkelanjutan, khususnya di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung untuk melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan
hidup dan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan menilai kondisi lingkungan
wilayah penambangan dengan menggunakan pendekatan: (1) analisis status
keberlanjutan yaitu menghitung nilai indeks status keberlanjutan kegiatan
pertambangan timah yang dilakukan apakah dinilai berlanjut atau tidak; (2) analisis
stakeholder yaitu mengidentifikasi posisi, peran, pengaruh, dan kepentingan
stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan pertambangan timah; dan
(3) merumuskan skenario kebijakan pengelolaan lingkungan pascatambang timah

yang berkelanjutan.
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Gambar 1. 1. Kerangka Pikir Penelitian

1.6. Kebaruan (Novelty) Penelitian
Analisis status keberlanjutan pertambangan timah dan analisis stakeholder
untuk  mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan

pertambangan, serta tujuan pengelolaan pasctambang timah berkelanjutan
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digunakan dalam rumusan skenario kebijakan pengelolaan lingkungan. Indikator-
indikator kunci yang didapat dari penilaian status keberlanjutan, pemangku
kepentingan atau stakeholder kunci, dan alternatif tujuan pengelolaan lingkungan
pascatambang menjadi parameter dalam merumuskan skenario kebijakan
pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan terkait pascatambang timah.

Penelitian terdahulu telah melakukan kajian pengelolaan pertambangan dan
keberlanjutan pascatambang yang dilakukan oleh Sujiman (2017) tentang
keberlanjutan lahan pascatambang batubara dan penelitian Prasodjo (2015) tentang
pengelolaan lingkungan pertambangan batubara menggunakan analisi MDS, ISM,
dan model dinamis. Penelitian status keberlanjutan pertambangan yang dilakukan
oleh Herdiansyah et al., (2018) tentang status keberlanjutan lahan pascatambang
untuk ekowisata, penelitian Antwi et al., (2017) tentang status keberlanjutan
tambang emas, dan penelitian Anas et al., (2013) tentang status keberlanjutan
pertambangan di sungai Jeneberang menggunakan analisis MDS dan AHP.
Penelitian pemangku kepentingan (stakeholder) yang dilakukan oleh Que et al.,
(2018) tentang analisis partisipasi stakeholder komunitas pertambangan, penelitian
Famiyeh et al., (2017) tentang analisis stakeholder pertambangan, dan penelitian
Irawa et al., (2014) tentang analisis manajemen stakeholder pertambangan timah
telah dilakukan seperti diuraikan pada tabel 1.1. tentang penelitian relevan yang
telah dikaji sebelumnya.

Oleh karena itu, penelitian terkait pengelolaan pascatambang timah
berkelanjutan dengan mempertimbangkan krisis lingkungan yang telah terjadi
sebagai akibat eksploitasi pertambangan timah dan perubahan kewenangan
pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi yang semakin sempit dalam
mengelola pertambangan, diharapkan dapat merumuskan staretegi pengelolaan
lingkungan pascatambang timah berkelanjutan dan menjadi nilai kebaruan dalam

penelitian ini.
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Tabel 1. 1. Penelitian Relevan yang Telah Dikaji

No. Fokus Penelitian Deskripsi Penelitian Kesimpulan
Pengelolaan Sumber Daya Alam

1. Social-Ecological Analyses Data: Analisis skenario memungkin
for Better Water Resources Data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif dengan panggabungan data kuantitatif dan
Decisions mengumpulkan data dari 80 stakeholder. kualitatif untuk memproduksi skenario

Metode: dan strategi dalam mengeksplorasi

Penulis:  Bekkesy and Metode yang digunakan adalah model konseptual kuantitatif dan kualitatif — implikasi kebijakan untuk masa depan
Selinske (2017) untuk memahami analisis sosial-ekologi dan untuk memprediksi hasil pengelolaan sumber daya air.

pengelolaan. Selain itu kajian juga dilakukan di bidang ekonomi, politik,
dan pemodelan matematika.

Hasil:

Model skenario yang dihasilkan adalah model skenario lokal atau
regional dan skenario global. Skenario lokal atau regional dengan
memperhatikan faktor penggunaan lahan dan air, sementara skenario
global memperhatikan pola perubahan cuaca dan perubahan iklim.

2. Plausible Futures of A Data: Skenario harus mewakili alternatif
Social-Ecological System:  Sumber data yang digunakan adalah sumber literatur terkait skenario, masa depan yang sangat beragam,
Yahara Watershed stakeholder lokal, dan storylines, dengan teknik pengumpulan data melalui provokatif, relevan dengan
Wisconsin USA survei dan wawancara. kepentingan pemangku kepentingan,

Metode: masuk akal, dan konsisten.
Penulis: Carpenter et al.,, Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif untuk
(2015) analisis sosial-ekologi dalam menyusun skenario kebijakan.

Hasil:

Empat skenario yang dihasilan yaitu: 1) skenario pengabaian dan
pembaruan (abandonment and renewal) berhubungan dengan kapasitas
teknologi, nilai-nilai sosial, dan tata kelola; 2) inovasi yang dipercepat
(accelerated innovation) berhubungan dengan konsekuensi investasi
teknologi terhadap masyarakat luas; 3) komunitas yang terhubung
(connected communities) berhubungan dengan dampah pergeseran
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No.

Fokus Penelitian

Deskripsi Penelitian

Kesimpulan

menuju nilai-nilai keberlanjutan; dan 4) Nested watersheds berhubungan
dengan sistem pemerintahan yang mengalami reorganisasi akibat
kebijakan pengelolaan air nasional.

Kajian Status Keberlanjutan Pertambangan

3. Sustainability —of Post- Data: Pemanfaatan lahan untuk reklamasi
Mining Land Use and Datayang digunakan data sekunder bersumber dari studi literatur terkait pascatambang digunakan berbeda-
Ecotourism pemanfaatan lahan pascatambang dari aspek ekologi, sosial, ekonomi, beda oleh perusahaan berupa

dan budaya. pengolahan air, budidaya ikan air
Penulis: Metode: tawar, dan ekowisata, pertanian,
Herdiansyah et al., (2018) Metode Analisis yang digunakan untuk menentukan strategi pemanfaatan peternakan, dan sebagainya.

prioritas adalah Analytical Hierarcy Proces (AHP) dengan perangkat Pemanfaatan lahan untuk reklamasi

lunak Superdecision 2.6. pascatambang disesuaikan dengan

Hasil: penilaian AHP dan Amdal, studi

Penilaian AHP menghasilkan pengembangan akuakultur dan ekowisata kelayakan, rencana reklamasi, dan

di lahan pasctambang menjadi alternatif utama, diikuti dengan rencana penutupan tambang yang

pengolahan air dan peternakan serta konservasi fauna. pengembangan telah disetujui  melalui konsultasi

akuakultur dan ekowisata dengan urutan 73,1% kriteria ekologi, 62,7% dengan pemerintah, masyarakat, dan

kriteria sosial ekonomi, dan 62,7% kriteria budaya. Alternatif kedua pemangku kepentingan.

pengelolaan air dengan urutan 18,8% kriteria ekologi, 27,9% kriteria

sosial ekonomi, dan 25,8% kriteria budaya. Selanjutnya di kriteria ketiga

konservasi fauna penilaian dengan urutan 8,1% kriteria ekologi, 9,4%

kriteria sosial ekonomi, dan 10,5% untuk kriteria budaya.

4. Sustainability Assesment of Data: Dampak  pertambangan diatasi
Mine-Affected Communities Data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan dari berbagai sumber dalam bersamaan dengan meningkatkan
in Ghana: Towards bentuk data primer dan sekunder terkait keberlanjutan lingkungan, sosial, status  keberlanjutan  lingkungan,
Ecosystems and Livelihood ekonomi, dan kelembagaan. sosial, ekonomi, dan kelembagan

Restoration

Penulis: Antwi et al., 2017

Metode:
Studi dilakukan di wilayah pertambangan emas Ghana untuk menilai
dampak pertambangan dan indikator pilar keberlanjutan yaitu lingkungan,

masyarakat lokal serta ketahanannya .
Masing-masing komunitas memiliki
nilai yang berbeda pada status
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No. Fokus Penelitian

Deskripsi Penelitian

Kesimpulan

ekonomi, sosial, dan lembaga menggunakan beberapa tahapan metode
pengumpulan data yaitu studi literatur, survei, partisipan observer, FGD,
dan interview pakar.

Hasil:

Keberlanjutan pada pilar lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan
di 2 daerah yang dimukimkan dan 1 daerah yang tidak dimukimkan
memiliki nilai berbeda-beda. Pilar keberlanjutan sosial berada di tingkat
paling berlanjut, kemudian pilar ekonomi, lingkungan, dan pilar
kelembagaan memiliki nilai keberlanjutan paling rendah. Keberlanjutan
dampak pertambangan terhadap masyarakat lokal sebagian besar negatif
dengan kategori rendah, menengah, dan tinggi, meskipun ditemukan juga
dampak positif pada segmen masyarakat lainnya.

keberlanjutan sosial, ekonomi, dan
kelembagaan meskipun mengalami
dampak pertambangan yang sama. Hal
ini menunjukkan bahwa di Ghana dan
di negara-negara Afrika yang kaya
mineral, intervensi harus dilakukan
untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, peningkatan

infrastruktur, serta meningkatkan

5. Sustainability Analysis of
Mining Management on
Construction Material in
Jeneberang River, South
Sulawesi

Penulis: Anas et al., (2013)

Data:

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer
bersumber dari hasil angket dan obervasi lapangan, sementara data
sekunder diperoleh dari studi literatur.

Metode:

Penelitian dilaksanakan di Sungai  Jeneberang Sulawesi Selatan.
Pengumpulan data menggunakan angket atribut dimensi sosial, ekonomi,
lingkungan, dan kelembagaan. Responden dipilih berdasarkan teknik
purposive sampling. Status keberlanjutan dianalisis menggunakan MDS
dengan perangkat lunak Rapmines (Rapid Appraisal of Mining
Management Sustainability).

Hasil :

Status keberlanjutan dimensi ekonomi kurang berkelanjutan dengan nilai
indeks 44,95%. Dimensi sosial berstatus kurang berkelanjutan dengan
nilai indeks 45,77%. Dimensi lingkungan cukup berkelanjutan dengan
nilai indeks 66,02%. Dimensi kelembagaan berstatus cukup berkelanjutan
dengan nilai indeks 53,59%. Status keberlanjutan multidimensi yang

stabilitas dan efektifitas lembaga
pemerintahan lokal.
Status  keberlanjutan  pengelolaan

pertambangan di Sungai Jeneberang
adalah adalah cukup berlanjut dengan
indeks 54,28%, dimana status
keberlanjutan dimensi ekonomi dan
sosial kurang berlanjut, sementara itu
status dimensi lingkungan dan
kelembagaan cukup berkelanjutan. 18
atribut keberlanjutan dari masing-
masing dimensi dapat digunakan
untuk meningkatkan status
keberlanjutan pengelolaan
pertambangan di masa depan.
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No.

Fokus Penelitian

Deskripsi Penelitian

Kesimpulan

menyatakan status keberlanjutan pengelolaan pertambangan di Sungai
Jeneberang adalah cukup berlanjut dengan indeks 54,28%.

Kajian Stakeholder Pertambangan

6. The Status of the Local Data: Temuan dari penelitian ini adalah selain
Community in Mining Data dikumpulkan dari sumber data sekunder literatur penelitian. aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial,
Sustainable  Development  Metode : pemilik tambang dan masyarakat lokal
Beyond the Triple Bottom Metode stakeholder analysis dan stakeholder engagement yang harus dilibatkan. Lingkaran tawar
Line digunakan vyaitu mengidentifikasi stakeholder, membedakan dan menawar dimulai dari pemilik tambang

mengkategorikan, dan menyelidiki hubungan antar stakeholder. dan  masyarakat lokal  sampai
Penulis: Que et al., (2018) Hasil : kesepakatn tercapai yaitu keuntungan

Konsep pembangunan berkelanjutan dalam pertambangan digambarkan yang didapat maksimal untuk kedua
dalam konsep triple bottom line. Penerapan konsep ini dilihat dalam  kelompok.
proses pengambilan keputusan yaitu bagaimana mekanisme dibuat secara  Kepentingan semua kelompok menjadi
transparan dan independen dengan memfasilitasi kepentingan masyarakat — perhatian utama untuk dimasukkan
lokal dan pemilik tambang dalam proses pengambilan keputusan dan dalam desain pembangunan dan
bermanfaat bagi pembangunan masyarakat. Terdapat kesenjangan pertambangan berkelanjutan.
demografis dalam desain pembangunan berkelanjutan di bidang
pertambangan dalam pengambilan keputusan. Perbedaan ras, gender, usia,
etnis, dan standar penghasilan menjadi faktor yang sering diabaikan.
Pendekatan kualitatif dalam analisis pelibatan stakeholder dianggap
kurang sempurna sehingga dibutuhkan pendekatan kuantitatif untuk
mendapatkan informasi lebih lengkap.

7. Socially Responsible Mining  Data: Manajemen  stakeholder dilakukan

Using Project Stakeholder
Identification and
Management

Penulis: Famiyeh (2017)

Data yang digunakan data primer dan sekunder, dimana data primer dari
wawancara dan angket kepada stakeholder pertambangan, sementara data
sekunder dari data-data lembaga.

Metode:

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratori untuk menganalisis
stakholder kunci menggunakan power interest grid.

dengan melibatkan masyarakat luas,
badan pengawas lokal dan regional,
manajemen proyek pada tahap awal
untuk mengetahui kepentingan mereka
sehinga dapat dikembangkan strategi
penglolaan yang tepat..
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No. Fokus Penelitian

Deskripsi Penelitian

Kesimpulan

Hasil:

Stakeholer kunci pertambangan adalah Badan Perlindungan Lingkungan,
Komisi Mineral, Departemen Survei Geologi, Anggota parlemen,
Kementrian Pertambangan, Komisi Kehutanan, petani, Komisi
Pertanahan, organisasi non-pemerintah, Departemen lalu lintas dan jalan,
kepala adat, pemerintah kabupaten/kota, dan asosiasi pemuda.

8. Stakeholder Management:
Conflict and Interest in Tin
Mining Industry Indonesia
(Case Study Bangka
Belitung Province)

Penulis: Irawan et al., (2014)

Data :

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dimana data
primer diperolen dari wawancara mendalam dan angket terhadap
stakeholder pakar, sementara data sekunder diperoleh dari studi literatur
dan data lembaga.

Metode :

Pendekatan yang digunakan pendekatan deskrptif dan eksploratori dengan
metode wawancara mendalam, angket, dan studi literar.

Hasil :

Identifikasi terhadap stakeholder menghasilkan 7 stakeholder utama
pertambangan timah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah,
masyarakat, perusahaan dan pemodal, pemasok dan pedagang, serta
penegak hukum. Hasil pemetaan stakeholder yaitu pemerintah lokal dan
perusahaan dan pemodal berada di kuadran keempat, sementara pedagang,
masyarakat, penambang rakyat dan pemasok serta penegak hukum berada
di kuadran kedua.

Manajemen stakeholder dilakukan dengan membentuk lembaga bagi
penambang rakyat inkonvensional dan pemasok ke dalam badan usaha
miliki desa, menguatkan dan meningkatkan sistem peraturan serta
pengawasan, komunikasi antara pelaku bisnis dan pemerintah dalam
menyusun kebijakan, dan menyusun roadmap industri pertambangan.

Pemetaan stakeholder menghasilkan;
pemerintah pusat (4&4), pemerintah
daerah (4&4), dan produsen dan
investor (4&4) dalam kuadaran
keempat. Sementara pedagang (4&3),
masyarakat (4&3), penambang rakyat
dan pemasok (4&3), dan penegak
hukum (4&3) di kuadaraan kedua.
Manajemen  stakeholder dilakukan
dengan cara: 1) Tl dan pemasok
dilembagakan agar bisa bekerjasama
dengan BUMD; 2) memperkuat dan
meningkatkan integritas sistem aturan
dan pengawasan di Bangka Belitung; 3)
komunikasi antara pelaku bisnis dan
pemerintah untuk menyusun strategi
kebijakan; 4) menyusun roadmap atau
rencana jangka panjang industri
pertambangan timah di  Bangka
Belitung.
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1.7. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pengelolaan lingkungan fisik,

ekonomi, dan sosial pascatambang timah yang berkelanjutan di Kecamatan Jebus,

Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan cakupan

tersebut, penelitian ini melakukan kajian terhadap nilai status keberlanjutan

pertambangan pada dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial; mengkaji pemangku

kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan lingkungan pertambangan; dan

merumuskan strategi pengelolaan lingkungan pascatambang yang berkelanjutan.

Adapun batasan-batasan kajian dalam penelitian ini adalah:

1.

Penelitian dilakukan di wilayah penambangan yang berada di Kecamatan Jebus,
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Status keberlanjutan pertambangan timah yang dinilai adalah status
keberlanjutan berdasarkan nilai indeks keberlanjutan pada dimensi lingkungan,
ekonomi, dan sosial.

Pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan lingkungan
pertambangan timah yang dikaji yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan
usaha pertambangan timah seperti masyarakat lokal, perusahaan pertambangan,
dan pemerintah dari tingkat desa sampai tingkat pusat.

Pascatambang timah berkelanjutan yaitu kondisi dimana pertambangan sudah
berhenti atau selesai aktivitasnya, kemudian proses penghentian kegiatan
pertambangan menerapkan prinsip-prinsip  keberlanjutan untuk tujuan
perlindungan dan pemulihan kondisi lingkungan, kemandirian perekonomian,
dan kesejahteraan sosial.

Skenario kebijakan pengelolaan lingkungan pascatambang timah berkelanjutan
dirumuskan dengan memformulasi atribut-atribut kunci dari status keberlanjutan
pertambangan timah, stakeholder kunci pengelolaan pertambangan timah, dan

tujuan pengelolaan lingkungan pascatambang timah berkelanjutan.
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